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ABSTRAK

PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

Wati Kurnia, 03140210, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
ABSTRAK

Perkembangan partal politik di Indonesia mengalami pasang surut sejalan
dengan dinamika ketatanegaraan dan politik yang terus berubah untuk mencari format
vang tepal sehingga politik hukum dibidang keparaian juga terus mengalami
perubaban, Tapi pada dasamya menuwu  kemajuan  dan  perbaikan  sistem
ketataneparaan, vang pada awalnva dikendalikan oleh suatu rezim dengan peraturan-
peratiuran yanyg mengungguikan satu partai palitik hingga sckarang adanya kebebasan
dan multi parta;,  Pengaturan tentang partal politik vane berlake saat ini adalah
Undang-Undang Mo, 2 tahun 2008 tentang Partai Politik,  Dalam undang-undang
tentang partai politk ini diatur bagaimana sebual partai politik itu sebarusnva,
bagaimana cara mendirikannyva, larangannya untuk  mengantisipasi munculnya
berbagai partai politik vang dapat merusak lalanan negara dan  mengulangi
terulangnya sejarah gelap pemah lahirnyva Pariai Komunis Indonesia.  Ruemusan
masalah vang kemudian dapat ditarik adalab Bagaimana mekanisme pembubaran
partai politik dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menwrnt Usdang-
Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Policik dan  apa akibat hukum  atas
pembubaran partai polink tersebud. Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis
melakukan penelitian hukum yoridis normanf. Dar hasil penclitian diketahut balwa
pembubaran partai pelitik dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik dilakukan dengan membubarkan diri atas keputusan sendini, menggabungkan
dirt dengan partar politik Jain dan dibubarkan cleh Mahkamah Konstitusi, yang
mekanisme dan akibat hukwm dari pembubaran partai terselut helum mempunyal
aturan vang jelas, Oleh karena itu perlu dibuamya pengaturan yang Iebih jelas agar
tidak menibutkan masalahb dikemudian hart.



BABI

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
[ndonesia tahun 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksangkan menurut Undang-
Undang Dasar.  Melaksanakan kedaulatan bagi rakyat adalah dengan cara
menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijakan keneparaan tertentu yang dapat

dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentn.’

Cara vang ditentukan dan
diamin oleh konstitusi adalah salah satunva dengan pemilihan ymum, vang pada
awal hingga sekarang ini telah mengalami perubahan vang sangat berarti.

Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakvar dalam
pemerintaban Megara Kesatuan Hepublik Indonesia vanp berdasarkan Paneasila
Pemilu adalah syarat minimal bagi adanva demokrasi dan diselenggarakan dengan
tujuan untuk memilih wakil rakyat, wakil daersh, presiden dan wakil presidan serla
untuk membentuk pemerintahan vang demokratis, kuat dan memperalch dukungan

rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undarg-

Undang Diasar Negara Republik Indonesia Tahun 19457

: Irmly Asshiddigue, Pokak-fokok Hian Tawe Negaea Iedonesia Paveo fefsemast, PT Buana Hmw
Papaler, Jukara, 2007, hal 738

" Soedarsono, Mahkaana Konssinei Sebagar Pengawal Doseotrag, Sekretanan Jendral dun
Repanderzan Mabkamah Eonseenes BE Tnkaren, 2006, hal, |



Dalam hal ini partat poliiklah yang menjadi tokoh wama sebagai perantara
antara nepgara dan wargz negara.  Tanpa partal politik dan organisasi-organisasi
kemnasyvarakatan yang bebas dan merdeka, suara rakvat tidak akan dapat disalurkan
untuk  mempengaruhl proses-proses pensntuan kebijakan wmuom vang berkaitan
denpan  kepentingan bersama dalam kebidupan bermasyarakat dan ]:H:mn::gara.'-'
Diginilah ferlihat betapa pentingnya partai politik pada sebuah negara yang
demokras,

Bisa atau tidak bisanva suatu partar polittk ikut dalam pemiliban umuom
ditentukan oleh dua hal yaitu status hukum partal politik sendici apakah bisa menjadi
subyjek vang sah untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya dan yang kedua
adalah status partal politk ite dalam kegiatan permiliban umum apakah parai politk
itu berhak menjadi peserta atau tidak sejauh mana parai pohitik tersebot dapai
memenuhi svarat

Perkembangan partai politik di Indonesia mengalami pasang surut sejalan denpan
dinamika ketatanegaraan dan politik yang terus berubah wntuk mencari format vang
tepat sehingga politx hukum di bidang kepartaian juga terus mengalami perubahan,
Perubaban format atau sistem pobtik dan Demokrasi Liberal-Parlementer (1945-
1939, demokrasi Terpimpin [1959-1966), Demokrasi Pancasila’ Demokrasi Orde

Barw (1966-1998), Demokrasi Transisional (1%98-199%) dan Demokrast "asca

' lumly Asshiddinie, op. cir hal, 713

! Timly Asshiddigie, Kemerdekaan Berserikat Pembuebamn Pacu Palink don Mahkamah Konstifus,
Sekretzriat Jendral dan Keponiernan Mahkamal Keasuius B Jakana, 2006, hal 101



Perubahan UUD 1945 (19959-sekarang) telah melahitkan kehidupan kepartaian vang
berbeda-beda pula.”

Penpaturan parta polibk di Indonesia dan awal kemerdekaan sampai sekarang
sangat berbeda, tapl pada dasamya menuju kemajuan dan perbaikan  sistem
ketataneparaan, vang pada awalnya dikendalikan oleh suate rezim dengan peraturan-
peraturan yang mengunggvlkan satu partai politik hingpa sekarang adanva kebebasan
dan multi partai.

Partai politik adalah orgamisast yang bersifac tetap wvang berupaya meraih
kekvasaan yang berwenang menefapkan keputusan dalam sistem politik, dengan cara
memperaleh dukongan rakyat melalul pemilihan umum. Berbeda dengan kelompok
kepentingan (frterest group) yang berfungs: menyvarakan kepentnpan {inferesi
articulation) kelompok tertentu dengan cara mempengaruhi kebijakan nepara ®

Pengaturan tentang partai politik yang berlaku saat ini adalabh Undanp-Undang
Mo, 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang merupakan perubahan dan Undang-
Undang No 3l Tahun 2002 tenlang Partai Politk.  Dalam undang-undang tentang
partai politik ini diatue bagaimana sebuah partai politik it seharusnya, bagaimana
cara mendirtkannya larangan dan untuk mengantisipasi munculnya berbagal partai
palitk yang dapat merusak tatanan nepgara dan menghindan terulangnya searal pelap

perniabh  lahimya Pariai Eomumis Indonesia, maka dalam undang-undang lentang

* Abdul Mukthie Fadjar, Hudne Konsionsy daw Moalikamall Kovasimss Sebretannm Jendml dan
Kepansterann Mahkamah Konstiusi BL Jakorta, 2006, hal 197-195

" & cTutad Foestards, Malkamal Konstingi dalaum Tanya Towab, Sekretran JEndral don Keponnernan
mabkamah konatims: B Jakana, 2006, hal 122



partai politik ini di atur berbagai aturan dasar mengenai pendirian partai politik,
mengenal asas dan semua partal politik yang ada di Indonesia bebas mempunyai ciri
dan propram sendiri tapl tidak bertentangan dengan dasar negara vaitu Pancasila..
Dengan demikian  dinamika demoekrasi i Indonesia mendapatkan landasan vang
kokoh.

Perbedaannya juga bisa dilihat dalam hal pendirian partai atau pembentukan
partai, dalam undang-undang yaitn Undang-Undang Noamor 31 Tahun 2002 dikatakan
bahwa partai politikc sedikitnya dibentuk oleh 30 {lima puluh) orang warga nepara
Indonesia yang telah berusia 21 (dua peluh satu) tahun dengan akia notaries, tapi
dalam undang-undang partal politik yang baru ind tetap dibentuk alel minimal 50
{ima puluh Jorang warga negara Indonesia tapt 30 % (tiga puluh persen) adalah
keterwakilan dari perempuan, begitu juga kepengurusan kepartaian tingkat pusat
disusun dengan menyertakan paling rendah 30 % (tiga pulub persen) keterwakilan
perempuean,

Dalam undang-undang vang baru i juga terdapar pendidikan politik terdapat
dalam pasal 31 Undang-Undang Momor 2 Tahun 2008

"1} Partan politik melakukan pendidikan politik bagt masyarakat sesuai dengan

ruang lingkup tanggung jawabnva dengan memperhattkan Leadilan dan

keselaraan gender dengan tujuan antara lain:

a  memngkatkan kesadaran hak dan kewsjiban masvarakat dalam
kehidupan masvarakat, berlbangsa dan bernegara,

i meningkatkan  partisipast politik dan  misianf masvarakat dalam
kehidupan masyarakat berbangss dan bernegara; dan

¢.  meningkatkan kemandinan, kedewaszan, dan membangun karakter
bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan.
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PENLTLP

A. Kesimpulan

L:

b

Partai politik adalah organisasi yang bersifat tetap vang berupaya meraih
kekuasaan vang berwenang menetapkan keputusan dalam sistem paolatik,
dengan cara memperoleh dukunpgan rakyat melalui pemilihan umum, Berbeda
dengan kelempok kepentingan (iferest group) vang berfungsi menyuarakan
kepentingan  (imierest  ariiculation)  kelompok  tertentu dengan  cara
mempenrgarubi kebijakan negara, menurut perundang-undangan yang berlaku,
Untuk menghindan terulangnyva  sejarah gelap pernab  lahimyva Parai
Komunis Indonesia, maka dalam undang-undang tentang partal politik ini
diztur berbagai aturan dasar mengenai pendician partai palitik, mengenal asas
dan semua partai politik vang ada di Indonesia bebas mempunyal cirl dan
program sendini tapi tidak bertentangan denpan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan Lty

Pembubaran partai politik dapat dilakukan dengan membubarkan diri sendir
yang ketentuammya diztur dalam peraturan partai politik it sendin. Apabila
partai politik terscbutmenggabungkan dini dengan pantar politik lain baik
dengan memakai nama dan lambang vang sama atau berbeda, partal politik

baru tersebut harus memenuhi svaral seperti vane ada dalam ketentuan

Ln
N



pendirian partai pelitik, hal tersebut harus difaporkan kepada Departemen
Flukum dan Hak Asasi Manusia dan dimuat dalam Berita Negara mengenai
pembubaran partai politik yang lama, Dan dibubarkan oleh Mahkamah
Eonstitusi, yang pemohon disin adalah Pemerintah Pusar vang melampickar
dan menjelaskan bukti-bukt vang menvatakan bahwa idealogi partai, asas
partal, tujuan partai, program partai, dan kegiatan partai tersebut bertentang

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tndonesia taliun 1945

. Pembubaran partai politik murni dilakukan oleh Mahkamah K onstitusi,

sedangkan Pemerintah bertindak sebagai administratur vang mengumumkan
Alau yang memual pengumuman menpenal pummsan Mahkamah Konstitusi

dalam Berita Negara sebapaimana mestinya

B. SARAN

1

| ]

Parta politik adalah satu-satunya wadah yang dijamin dalam dibolelkan ikut
dalam perpolitikan di Tndonesia, pembubaran partai pohink perlu penpaturan
vang lebih jelas agar jaminan konstitusiosal kebebasan kebehasan berserikat
dan berkumpul dalam  kehidupan kemasyvarakatan dan kebangsaan tidak

dilanggar oleh pengasa,

. Pada Undang-Undang Nomar 24 Tahun 2003 juwicia Urndang-Lndang Namor

1 Tahun 2008, lembaga vanp berwenang membubarkan partai pohtk adalah

Mahkamal Eonstitusi, vang didalam tersebut dinvataan bahwa salu-satunya

6



pemohon yang berhak adalah Pemerintah, maka perlu ada keseimban gan hak
antara Pemerintah dan partai politik dalam beracara didepan hakim, baik
hakim pengadilan umum ataspun di depan hakim Mahkamah Konstitusi,
karena mungkin saja pemerintab dalam memberikan sanksi kepada paral
politik melakukan tindakan melanggar hukum.

Mengenai akibal hukum yang timbul apabila partai palitik dibubarkan
memerlukan pengaturan yang lebib jelaszear tidak menimbulkan masalah
yang tidak dapat diselesaikan dikemudian harinya.  Untuk hal-hal yane
bersifat internal erganisasi maka pengaturannva barus dipastikan ada dalam
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partal politik tersebut dan untuk
hal vang berkaitan dengan pihak luar, harus dipastikan pengaturannya dengan

undang-undang.
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